Status Anak Pada Perkawinan Fasid (Rusak)

(Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan







A. Latar Belakang 
Dalam menjalani kehidupan ini terdapat masyarakat yang dibentuk 
dari indvidu-individu yang menjadi keluarga karena ikatan perkawinan. 
Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata karena didalam perkawinan 
terdapat hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Dalam 
hukum perdata terdapat hukum kekeluargaan yang mengatur tentang 
hubungan-hubungan kekeluargaan seperti hubungan suami istri, harta 
kekayaan suami istri, hubungan anak dan orangtuanya baik itu masalah 
hak asuh dalam hal terjadi perceraian ataupun hubungan perwalian, dan 
lain sebagainya yang berhubungan dengan kekeluargaan. 
Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau 
disebut juga mitsaqon ghaliza. Pengertian perkawinan menurut hukum 
Islam dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam 
di Indonesia yang biasa disingkat KHI, yaitu “Perkawinan menurut hukum 
Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon 
ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah”. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
pada Pasal 1 menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir dan 
batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami 
istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan 
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juga kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Dari pasal tersebut 
terlihat jelas perbedaan konsep perkawinan yang ada di Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dengan konsep perkawinan yang ada di Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Konsep perkawinan 
didalam Undang-Undang Perkawinan dapat diartikan bahwa perkawinan 
bukan hanya sekedar perjanjian untuk hidup bersama melainkan 
perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang didasarkan atas nama 
tuhan untuk membentuk keluarga yang hidup bahagia dan juga kekal. 
Tujuan perkawinan yang terdapat didalam pasal tersebut juga sudah jelas 
yaitu untuk membentuk atau menciptakan rumah tangga (keluarga) yang 
bahagia dan kekal. Walaupun kata kekal yang ada di dalam pasal tersebut 
mempunyai tanda kutip karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan tetap juga memberlakukan perceraian dan 
pembatalan perkawinan. Dimana pembatalan perkawinan maupun 
perceraian adalah tahap untuk menghilangkan, memisahkan, atau membuat 
perkawinan berakhir. 
Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 jo. 
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
disebutkan bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang dilangsungkan 
menurut kepercayaannya masing-masing dan juga perkawinan tersebut 
harus dicatatkan. Dimana pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh 
pegawai pencatat. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan 
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bahwa perkawinan jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang sah. 
Lalu pada Pasal 5 disebutkan bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam 
harus dicatatkan agar terjamin ketertiban perkawinan. Perkawinan yang 
tidak dicatatkan maka tidak diakui oleh negara dan tidak bisa dilindungi 
oleh hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan biasanya lebih dikenal 
dengan kawin siri. Akibat dari kawin siri yaitu keturunan yang dihasilkan 
dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin dimana pada Pasal 42 
Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak 
yang dihasilkan dari perkawinan yang sah. Maka secara a contrario anak 
yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah adalah anak luar kawin. 
Dimana anak luar kawin atau anak tidak sah hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya saja. Ketentuan tersebut telah berubah semenjak 
keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
tanggal 17 Februari 2012 yang berisi bahwa anak luar kawin dapat 
dinasabkan dan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya.  
Perkawinan sah atau siri tetap harus dilakukan sesuai dengan agama 
dan kepercayaan masing-masing. Dalam hukum Islam perkawinan tersebut 
sah selama dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan maka perkawinan menjadi tidak sah jika tidak sesuai dengan 
ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Menurut Hukum 
Islam, pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah sudah 
terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terkandung unsur larangan kawin 
pada mempelai. Selain itu pada dasarnya pernikahan adalah batal karena 
4 
 
rukun-rukun yang tidak terpenuhi dan pernikahan yang tidak terpenuhi 
syarat-syaratnya adalah fasid (rusak).1  
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 
80/Pdt.P/2017/PA.Bjb yang membahas tentang perkara nasab anak, 
terlebih dahulu didalam pertimbangan hukumnya terdapat pertimbangan 
mengenai status perkawinan dari suami dan istri karena status perkawinan 
berdampak langsung nasab anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. 
Status perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim karena tidak 
memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan atau melanggar 
larangan kawin yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
Berkaitan dengan hal tersebut bagaimana dengan anak yang dihasilkan 
dari perkawinan yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan atau bahkan anak 
yang dihasilkan dari perkawinan yang batal demi hukum karena 
perkawinan tersebut fasid (rusak). Seperti contoh kasus yang terdapat di 
dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 
80/Pdt.P/2017/PA.Bjb yaitu status anak yang dihasilkan dari perkawinan 
siri dimana perkawinan tersebut adalah perkawinan kedua dari istri. Istri 
tersebut sudah pernah menikah secara resmi dan melakukan cerai dibawah 
tangan dalam arti tidak melakukannya secara resmi seperti yang 
seharusnya. Belum melakukan cerai dengan suami sebelumnya, istri kawin 
siri dengan suami yang kedua. Suami kedua mengetahui bahwa istrinya 
belum bercerai secara resmi dengan suami pertama alasan itu pula yang 
                                                             
1 Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia, Setara Press, Malang, 
2017, hlm. 122 
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membuat suami kedua dan istri hanya kawin siri tanpa dicatatkan.. Dari 
perkawinan istri dan suami kedua ini mereka dikaruniai anak dan 
mengajukan permohonan status anak kepada Pengadilan Agama 
Banjarbaru.  
Hasil dari permohonan yang dilakukan oleh istri dan suami kedua 
sebagai Para Pemohon terdapat didalam Penetapan Nomor 
80/Pdt.P/2017/PA.Bjb. Didalam penetapan tersebut terdapat perbedaan 
pendapat diantara para hakim mengenai status anak dari Para Pemohon. 
Hakim melakukan penafsiran dengan cara yang berbeda sehingga 
menghasilkan pendapat yang berbeda pula tentang status anak yang 
dihasilkan oleh Para Pemohon. Perbedaan pendapat dan penafsiran hakim 
tentang status anak tersebut dapat berdampak kepada ketidakpastian 
hukum. Karena itu peneliti mengangkat penelitian dengan judul skripsi 
sebagai berikut Status Anak Pada Perkawinan Fasid (Rusak) (Analisis 
Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 
80/Pdt.P/2017/PA.Bjb) 
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Penelitian terdahulu diatas milik Rifmi Ramdhani, Aprillya Suci 
Rahayu dan Nur Muhammad Pandu Dipo ini menjadi acuan peneliti 
sebagai penelitian terdahulu karena adanya unsur pembatalan perkawinan 
dan juga poliandri yang dibahas dalam penelitian tersebut. Dimana 
pembatalan perkawinan hampir sama dengan perkawinan fasid (rusak). 
Dan juga unsur poliandri yang terdapat didalam penelitian milik Rifmi 
Ramdhani dan Aprillya Suci Rahayu. Karena alasan tersebut peneliti 
menjadikan ketiga penelitian yang telah disebutkan diatas menjadi 
penelitian terdahulu dari penelitian tentang status anak pada perkawinan 
fasid ini.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diuraikan bahwa 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut :  
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Bagaimana status anak pada perkawinan fasid (rusak) berdasarkan 
pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru 
Nomor  80/Pdt.P/2017/PA.Bjb? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
Untuk mengetahui dan menganalisis status anak pada perkawinan fasid 
(rusak) berdasarkan penafsiran Hakim dalam Penetapan Pengadilan 
Agama Banjarbaru Nomor  80/Pdt.P/2017/PA.Bjb 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu : 
a. Manfaat Teoritis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas status anak pada 
perkawinan fasid (rusak)  yang dinilai tidak jelas dan multitafsir. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang 
bermanfaat untuk pengembangan ilmu teoritik di bidang ilmu 
hukum perdata khususnya tentang perkawinan.  
b. Manfaat Praktis 
1. Bagi Hakim 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim 
kedepannya untuk memutus perkara didalam persidangan terkait 
dengan status anak pada perkawinan fasid (rusak). 
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2. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
bermanfaat kepada masyarakat mengenai status anak pada 
perkawinan fasid (rusak). 
 
E. Sistematika Penelitian 
Sistematika Penelitian penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN  
Didalam pendahuluan ini peneliti menjelaskan mengapa peneliti 
mengangkat isu hukum tentang status anak pada perkawinan fasid dimana 
hal tersebut diuraikan lebih lanjut didalam latar belakang. Dimana setelah 
latar belakang terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian serta sistematika penulisan penelitian skripsi.  
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Pada kajian pustaka peneliti menguraikan kajian tentang penafsiran, 
kajian tentang perkawinan, kajian tentang pembatalan perkawinan, kajian 
tentang poligami dan juga kajian tentang status anak. Dimana kelima 
kajian tersebut berkaitan dengan penelitian skripsi ini.  
BAB III : METODE PENELITIAN 
Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang digunakan 
didalam penelitian skripsi ini. Selain itu metode penelitian juga berisi 
tentang pendekatan penelitian apa yang digunakan dan juga menyebutkan 
bahan-bahan hukum yang digunakan baik bahan hukum primer, sekunder 
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ataupun tersier. Selanjutnya terdapat teknik analisis bahan hukum, teknik 
memperoleh bahan hukum dan juga definisi konseptual untuk membatasi 
arti kata yang terdapat didalam penelitian skripsi ini 
BAB IV :  PEMBAHASAN 
Berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang ada penelitian 
skripsi ini yaitu mengenai status anak pada perkawinan fasid (rusak) 
berdasarkan analisis yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama 
Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb. 
BAB V : PENUTUP  
Didalam penutup terdapat kesimpulan dari keseluruhan penelitian 
skripsi ini dan juga terdapat saran dari hasil penelitian skripsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
